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Pesan Utama: 

•	 Pengguna internet di Indonesia meningkat 
sebesar 22% di antara tahun 2015 -2019. Per 
2019, 43,5% dari 270 juta orang di Indonesia 
memiliki akses internet. Dari sekitar 117,5 juta 
orang yang memiliki akses internet tersebut, 
25,5% adalah anak-anak dan remaja. Selain 
itu, intensitas kegiatan digital juga semakin 
meningkat, terutama selama masa pandemi 
Covid-19.

•	 Ada kebutuhan mendesak untuk 
meningkatkan literasi digital sejak usia 
dini guna meminimalkan risiko daring yang 
membahayakan, menyiapkan anak-anak untuk 
menjadi pemilih dan konsumen masa depan 
dengan keterampilan dan pengertian yang 
mereka butuhkan untuk mengemban perannya

	 tersebut, serta untuk memaksimalkan 
penggunaan internet yang bermanfaat.

•	 Pada umumnya, orang Indonesia memiliki 
literasi digital yang rendah. Masalah ini 
kemudian kian memburuk ketika mata 
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dikeluarkan dari kurikulum sekolah 
nasional pada tahun 2013.

•	 Beberapa inisiatif pemerintah, termasuk 
Gerakan Literasi Nasional (GLN), program 
Siberkreasi, dan kembali dimasukkannya 
TIK ke dalam kurikulum sekolah, masih 
belum diimplementasikan secara efektif dan 
dengan fokus spesifik untuk meningkatkan 
keterampilan literasi digital. 
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Digitalisasi dan Literasi Digital di Indonesia

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Antara 
tahun 2015 dan 2019, pengguna internet di meningkat sebesar 22%. Pada tahun 2019, 43,5% dari 270 juta orang 
di Indonesia memiliki akses ke internet (Badan Pusat Statistik, 2020a). Peningkatan terbesar terjadi di daerah 
perkotaan, di mana jumlah pengguna meningkat sebanyak 53%, namun daerah pedesaan juga mengalami 
peningkatan yang stabil, yaitu sebesar 31%. 

Kalangan muda juga telah menikmati akses internet yang meningkat ini. Dalam empat tahun terakhir, persentase 
siswa berusia 5–24 tahun di Indonesia yang memiliki akses internet meningkat tajam dari 33,98% menjadi 59,3% 
(Badan Pusat Statistik, 2020b) (Figur 1). Lebih dari seperempat pengguna internet (25,5%) adalah anak-anak dan 
remaja. 

•	 Untuk memperkuat literasi digital peserta 
didik, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama perlu 
meningkatkan kurikulum mata pelajaran 
TIK. Hal tersebut membutuhkan partisipasi 
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 
pihak non-pemerintah dengan keahlian khusus 
dalam solusi digital. Penerapannya harus 
menggunakan sebuah pendekatan baru yang 
fokus dalam mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis di ruang kelas, meningkatkan 
kapasitas guru baik dalam hal TIK maupun 

	 berpikir kritis, serta memperkenalkan 
keterampilan literasi digital dasar untuk 
orangtua. 	

•	 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
dan Kementerian Agama perlu bekerja 
sama dengan  Kementerian Komunikasi dan 
Informatika untuk memperluas akses teknologi 
dan internet, terutama untuk siswa yang tinggal 
di daerah pedesaan. Hal ini juga membutuhkan 
kerja sama dengan pihak swasta.
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Selain itu, kegiatan digital juga meningkat. Sebuah survei yang diadakan oleh Hootsuite dan We are Social (2021) 
menunjukkan bahwa responden Indonesia yang berusia 16-64 tahun menggunakan internet rata-rata selama 7 
jam 52 menit setiap harinya. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia yaitu 6 jam 54 menit per hari. 
Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 42 negara yang disurvei tentang banyaknya waktu yang digunakan untuk 
internet, lebih tinggi dari Singapura dan Vietnam, dan lebih rendah dari Filipina dan Malaysia. 

Anak-anak juga sangat terhubung di internet, terutama di media sosial. Wawancara kelompok terarah di 
Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang diadakan oleh UNICEF (2020) menemukan bahwa banyak anak-
anak menggunakan lebih dari satu akun media sosial untuk hiburan, komunikasi, dan pendidikan. Beberapa dari 
mereka bukan hanya konsumen, melainkan juga pembuat konten.

Selama pandemi Covid-19, kegiatan digital telah meluas dan semakin banyak karena banyak orang harus beralih 
ke alternatif daring. Misalnya, konsumen digital e-commerce baru di Indonesia meningkat sebanyak 37% selama 
pandemi Covid-19 pada 2020 (Google et al., 2020; Kementerian Perdagangan, 2020). Selain itu, dikarenakan 
adanya penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama, kegiatan pendidikan juga telah beralih ke bentuk 
daring, terutama di daerah-daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak lebih terekspos ke berbagai konten dan 
produk digital yang kemudian menjadikan mereka juga menjadi segmen penting dalam ranah konsumen daring. 

Akan tetapi, pertumbuhan penggunaan internet yang besar di Indonesia ini tidak dibarengi dengan peningkatan 
kemampuan literasi digital. Definisi literasi digital di sini  tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan 
teknologi, seperti keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak, dan  internet dasar. Akan tetapi, termasuk 
keterampilan literasi digital seputar kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi 
yang didapat dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab yang menjadi fokus utama dari ringkasan kebijakan 
ini. Mengingat perkembangan literasi digital di Indonesia yang masih prematur, ringkasan kebijakan ini tidak 
akan membahas literasi digital tingkat atas yang membutuhkan pemahaman keamanan siber, kewarganegaraan 
digital, kerahasiaaan data, dan lain sebagainya.

Menurut Economist Intelligence Unit (2020a), Indonesia menduduki peringkat ke-61 dari 100 negara untuk tingkat 
pendidikan dan kesiapan untuk menggunakan internet. Posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan 
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang menduduki peringkat 22 dan 33. Rendahnya tingkat literasi 
digital di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, membatasi apa yang bisa dilakukan pengguna ketika mereka 
menggunakan internet dan hal tersebut bisa memperburuk kesenjangan digital1 (Purbo, 2017).

1 Kesenjangan digital adalah kesenjangan antara individu, keluarga, perusahaan, dan daerah geografis pada berbagai tingkat sosial-ekonomi dalam hal 
akses terhadap sumber Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk keperluan apapun. 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020b)

Figur 1. 
Persentase siswa usia 5–24 tahun yang memiliki akses internet (2016–2020)
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Pentingnya Meningkatkan Literasi Digital
Mengingat penggunaan internet mencakup setiap aspek kehidupan, desakan untuk memperbaiki kondisi literasi 
digital juga meningkat. Termasuk di dalamnya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan 
produk digital dengan penuh tanggung jawab, serta mengambil manfaat dari peluang dan sumber yang tersedia 
di internet. Ada persetujuan luas bahwa para pengguna harus dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan 
untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan daring mereka (Purbo, 2017). Membangun keterampilan ini bisa 
dimulai sejak usia dini, terutama ketika anak-anak juga sudah terekspos ke internet.

Anak-anak cukup cekatan dan dapat memahami cara menggunakan teknologi, namun mereka belum tentu dapat 
bersikap dewasa dalam hal mengonsumsi dan menggunakan konten yang ada di dunia maya. Banyak platform 
daring tidak dirancang untuk anak-anak dan hampir tidak ada batasan yang bisa mencegah mereka untuk 
mengakses konten yang tidak sesuai umur. Tanpa pemahaman literasi digital yang baik, anak-anak menjadi 
rentan terhadap ancaman daring atau konten yang berbahaya, termasuk hoaks dan misinformasi, perundungan 
siber, penipuan daring, dan bahkan eksploitasi seksual. 

Kesadaran akan hoaks dan misinformasi sangat penting dalam hal ancaman sosial yang dibuat oleh kaum 
populis dan yang ada dalam konten internet radikal yang bisa mengancam norma demokrasi dan kelembagaan. 
Sebagai pemilih masa depan, warga negara, dan partisipan politik, anak-anak harus dipersiapkan untuk mampu 
mengkonfrontasi dan mengenali konten dan sumber yang berbahaya serta menyimpang. 

Selain untuk mencegah bahaya yang ada di internet, mengajarkan literasi digital sejak usia dini dapat menyiapkan 
anak-anak untuk menjadi konsumen barang dan jasa daring. Dalam rangka perlindungan konsumen di masa yang 
akan datang, anak-anak harus dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai syarat dan ketentuan daring secara 
kritis, serta memahami hak konsumen, dan kerahasiaan data. Pada tahun 2019, Indeks Keberdayaan Konsumen 
(IKK) Indonesia ada di angka 41,70.2 Skor tersebut mengindikasikan bahwa konsumen Indonesia memahami 
perannya, tetapi belum kritis dalam menggunakan hak dan kewajiban mereka (Kementerian Perdagangan, 2020). 
Memperbaiki literasi digital di kalangan anak-anak dapat meningkatkan kinerja indeks ini di masa depan.

Literasi digital juga penting karena bisa membuka peluang kerja dan memfasilitasi penguasaan keterampilan 
penting lainnya (Karpati, 2011). Digitalisasi secara konstan menciptakan dan mentransformasi pekerjaan di 
seluruh ranah pasar kerja. Maka dari itu, keterampilan literasi digital memberikan siswa kemampuan untuk 
berprestasi dalam lingkungan yang dinamis ini. 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang dibahas di parlemen tengah 
mempertimbangkan untuk mengizinkan minimum usia 17 tahun untuk membuat akun media sosial tanpa 
persetujuan orang tua (Sari, 2020). Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari konten internet 
yang berbahaya, namun juga dapat memperkecil kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan literasi 
digital yang dapat membantu mereka untuk berinovasi dan berprestasi di dunia modern. Menyiapkan anak-anak 
dengan kemampuan literasi digital akan membantu mereka menjadi tangguh, mampu membuat keputusan yang 
bertanggung jawab dan juga untuk mengoptimalkan manfaat dari aktivitas daring yang mereka gunakan.

2 Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) mengukur kemampuan konsumen untuk memberdayakan diri. Indeks ini dikelompokkan menjadi 5 sistem 
skoring: 1. Kesadaran—mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen (0,0-20,0); 2. Pemahaman—memahami hak dan kewajiban mereka 
untuk melindungi diri sendiri (20,01-40,0); 3. Kemampuan—mampu untuk memutuskan pilihan terbaik sebagai konsumen dan memprioritaskan produk 
lokal (40,1-60,0); 4. Kritis—secara aktif membela hak mereka dan memprioritaskan produk lokal (60,1-80,0); 5. Diberdayakan—secara aktif membela 
kepentingan konsumen dalam interaksinya dengan pasar (80,1-100,0).
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Mengajarkan Keterampilan Literasi Digital 
di Indonesia  

Literasi digital sangat tergantung pada keterampilan literasi dasar—pemahaman membaca dan menulis. 
Sayangnya, Indonesia secara konsisten menunjukkan performa yang kurang baik dalam kemampuan literasi. 
Siswa Indonesia berusia lima belas tahun yang disurvei dalam Programme for International Students Assessment 
(PISA) 2018 menduduki posisi ke-71 dari 79 negara. Hanya 30% yang menunjukkan setidaknya kecakapan tingkat 
23 untuk membaca, sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 77% (OECD, 2019). Di lain 
pihak, 70% kaum dewasa Indonesia yang tinggal di Jakarta berada di tingkat 1 atau lebih rendah dalam hal 
literasi, seperti yang disebutkan dalam Survey of Adult Skills (PIIAC) (OECD, 2016). Survei-survei ini menegaskan 
bahwa, meskipun mayoritas warga Indonesia bisa memahami teks sederhana dengan menggunakan kosakata 
dasar, namun mereka memiliki kesulitan untuk memahami dan mengevaluasi secara rinci teks yang panjang dan 
rumit. 

Faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat literasi adalah minimnya penekanan pada keterampilan 
berpikir kritis dalam kurikulum sekolah. Kurikulum Nasional 2013 mewajibkan penggunaan Kemampuan Analisis 
Tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS), namun metode tersebut sayangnya tidak terintegrasi dengan baik 
dan tidak diajarkan secara luas saat pelatihan guru di Indonesia (Ilyas, 2015). Pada praktiknya, pendidikan 
Indonesia berfokus pada pendekatan pembelajaran yang lama, yaitu menghafal (WENR, 2019; UNICEF, 2017).

Selain dari masalah literasi yang rendah dan keterampilan berpikir kritis yang minim yang dimiliki masyarakat 
umum, pendidikan literasi digital sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dimasukkan sebagai kategori mata pelajaran wajib dalam Kurikulum Nasional 2006 (juga dikenal 
dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan atau KTSP), tetapi isinya terbatas pada keterampilan dasar 
seperti bagaimana menggunakan komputer, aplikasi komputer, dan perangkat yang mendukung kegiatan belajar. 
Pada 2013, Kementerian Pendidikan menghapuskan TIK dari daftar mata pelajaran wajib di Kurikulum Nasional 
2013 dengan niat mengintegrasikan pembelajaran TIK ke semua mata pelajaran sekolah yang ada (Bona, 2018). 
Akan tetapi, ternyata banyak sekolah negeri yang merespons dengan meniadakan mata pelajaran TIK seluruhnya 
(Purbo, 2017). Guru-guru dari mata pelajaran lain tidak mampu menggabungkan TIK dalam rencana ajar mereka, 
karena keterampilan dan pengetahuan TIK mereka tidak mencukupi, sementara itu guru-guru TIK bingung dengan 
adanya penghapusan mata pelajaran tersebut dari Kurikulum Nasional 2013 (Subekti, Yudha, & Luqman 2016). 
Akibatnya, banyak siswa Indonesia tidak menerima pendidikan TIK.

Ketimpangan akses internet di berbagai daerah di Indonesia serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat Indonesia 
adalah tantangan struktural utama untuk peningkatan literasi digital. Pertama, persentase tertinggi rumah tangga 
yang dapat mengakses internet adalah di pulau yang paling padat populasinya, yaitu Pulau Jawa, sementara yang 
jauh lebih rendah di bagian Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019b), seperti yang digambarkan dalam 
Figur 2. 

3 PISA 2018 memiliki skala 1–6 untuk mengindikasikan kemampuan membaca. Skala 1 terdiri dari 1a, 1b, 1c, mengindikasikan kemampuan pemahaman 
teks sederhana dengan makna literal. Skala 2 mengindikasikan kemampuan mengidentifikasi makna teks yang tidak terlalu panjang. Skala 3 
mengindikasikan kemampuan untuk memahami beberapa teks. Siswa skala 4 dapat memahami tanda atau nuansa tidak langsung dalam sebuah atau 
beberapa teks. Siswa skala 5 mampu membandingkan makna dari beberapa teks panjang. Skala 6 mengindikasikan kemampuan untuk memahami teks 
yang panjang dan abstrak serta menggunakan beberapa kriteria untuk memvalidasi informasi. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b)

Figur 2. 
Akses internet (persen) per rumah tangga di provinsi di Indonesia 

Pengguna internet kebanyakan adalah rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi. Mereka biasanya bisa 
mampu membayar dan mengakses perangkat serta berlangganan internet (Bachtiar et al., 2020). Kurangnya 
akses internet berhubungan kuat dengan rendahnya literasi digital. Pengguna yang tidak berpengalaman 
cenderung tidak kompeten atau tangguh dibandingkan dengan mereka yang menggunakan internet setiap hari. 
Memperluas akses, terutama ke komunitas masyarakat yang kurang mampu, adalah hal yang penting untuk 
perbaikan literasi digital.

Ketimpangan akses juga nampak pada sektor pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), hanya 69% dari 
sekolah dasar dan menengah, serta 74% dari sekolah menengah atas yang memiliki akses internet. Kondisi 
tersebut berakibat pada rendah dan bervariasinya tingkat kompetensi dan literasi digital TIK guru-guru di 
Indonesia (Widodo & Riandi, 2013 dikutip dalam Koh et al., 2018). 
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Upaya yang Dilakukan untuk Memajukan Literasi 
Digital di Indonesia
Meningkatkan literasi digital adalah satu dari lima prioritas rencana pemerintah untuk percepatan transformasi 
digital di Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Akan tetapi, tidak ada sejumlah kebijakan yang 
solid atau yang secara jelas menargetkan hasil yang berkaitan dengan literasi digital (The Economist Intelligence 
Unit, 2020b).

Upaya untuk meningkatkan literasi digital dimulai dari tingkat dasar peningkatan literasi umum dengan 
membimbing kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan teks. 
Selain itu, upaya yang dilakukan juga harus termasuk peningkatan keterampilan berpikir dan mengamati 
secara kritis, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan hubungan logis antara beberapa gagasan, 
hingga akhirnya dapat menciptakan proses pengambilan keputusan individu yang rasional. Terakhir, dan dengan 
mengikuti definisi literasi digital yang lebih spesifik, pengguna diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk 
menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan konten di platform digital.

Dihadapkan dengan sejumlah keterampilan yang diperlukan tersebut, maka upaya yang dilakukan perlu 
melibatkan program dan kegiatan yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Untuk mempromosikan dan mengembangkan kemampuan literasi, pemerintah telah menginisiasi beberapa 
program, salah satunya adalah Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2016. GLN mencakup tiga area: Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan 
Literasi keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM). GLN diwajibkan melalui Permendikbud No. 
23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dengan tujuan menyelaraskan semua program literasi yang telah 
berjalan di setiap direktorat Kemendikbud dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 
budaya literasi di Indonesia. Fokus utama gerakan ini adalah untuk menumbuhkan kebiasaan membaca siswa. 
 
Panduan GLN juga mengatur literasi digital dan menjabarkannya sebagai keterampilan untuk menggunakan 
informasi dari sumber digital dengan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya target mengembangkan 
kebiasaan belajar digital dan meningkatkan penggunaan media digital untuk pendidikan sekolah (GLN, 2017), 
tetapi sayangnya panduan tersebut tidak menargetkan peningkatan keterampilan untuk menganalisis secara 
kritis dan menavigasi sumber-sumber informasi digital. Evaluasi literasi digital menurut panduan GLN hanya 
menilai apakah pemangku kepentingan telah mengintegrasikan sumber dan media digital ke dalam proses 
belajar dan keseharian mereka (Kemendikbud, 2017). 

Beberapa peraturan Kemendikbud relevan dengan konteks ini. Meningkatkan literasi digital tidak secara 
langsung disebutkan dalam Standar Pendidikan Nasional4, tetapi keterampilan berpikir kritis termasuk di 
dalamnya. Peraturan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 menjabarkannya sebagai standar kompetensi dasar 
yang dibutuhkan untuk lulusan sekolah menengah pertama dan atas. Peraturan Kemendikbud Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyebutkan keterampilan berpikir kritis sebagai 
salah satu indikator penguasaan mata pelajaran sekolah.  

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar  Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan 
proses belajar untuk melibatkan kegiatan seperti mengamati, mempertanyakan, dan menganalisis, yang mana

4 Standar Pendidikan Nasional adalah standar minimum dalam sistem pendidikan Indonesia. Standar tersebut terdiri dari delapan standar: 1). Standar 
konten; 2). Standar proses; 3). Standar kompetensi kelulusan; 4). Standar guru dan tenaga pengajar; 5). Standar fasilitas dan infrastruktur; 6). Standar 
manajemen; 7). Standar pendanaan; 8). Standar evaluasi pendidikan.
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semuanya merupakan inti dari keterampilan berpikir kritis. Akan tetapi, semua keterampilan tersebut tidak 
menjadi indikator untuk menilai kompetensi siswa seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Pelatihan literasi digital tingkat dasar mengampu kompetensi teknis untuk menggunakan perangkat digital dan 
perangkat lunak. Untuk hal tersebut, Permendikbud Nomor 37 Tahun 20185 mengatur TIK untuk kembali diajarkan 
sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan mata pelajaran wajib di tingkat sekolah menengah 
pertama dan atas di awal tahun akademik 2019. Namun demikian, kurikulum TIK terkait literasi digital tetap tidak 
mencukupi. Kurikulum yang ada menitikberatkan fokusnya pada pemahaman dan peningkatan kompetensi teknis 
di ranah seperti pemrograman, menggunakan aplikasi kantor, dan menulis blog, dengan kurangnya penekanan 
pada bagaimana menggunakan teknologi ini dengan bertanggung jawab dan dengan kritis.  Kurikulum nasional 
harus didasari pada Standar Pendidikan Nasional, yang di dalamnya termauk keterampilan berpikir kritis. Akan 
tetapi, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tidak mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dengan mata 
pelajaran TIK.  

Untuk sekolah di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah6, Permenag Nomor 184 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah belum memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum. Mata 
pelajaran yang paling cocok untuk menyampaikan literasi digital adalah informatika, tetapi itu pun merupakan 
mata pelajaran pilihan dan tidak diwajibkan di tingkat sekolah menengah pertama dan atas dari Madrasah. 
Mata pelajaran tersebut juga tidak ditawarkan di tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, untuk institusi 
pendidikan islam seperti Pesantren7, kurikulum yang digunakan dibuat oleh Kyai atau tokoh yang dihormati di 
yayasan tersebut dan tanpa intervensi dari Kementerian Agama (Azzahra, 2020). Pesantren bisa mengajarkan 
keterampilan TIK, namun jumlah pesantren yang sudah mengajarkan mata pelajaran tersebut tidak diketahui. 
Kebanyakan pesantren menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional dan cenderung tidak 
membahas teknologi digital. Selain itu, tidak ada informasi yang tersedia tentang berapa jumlah Pesantren yang 
sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti internet dan komputer.

Meskipun kurang memiliki fokus pada keterampilan literasi digital dalam kurikulum nasional, beberapa sekolah, 
terutama yang dioperasikan oleh pihak swasta, telah mengintegrasikan literasi digital dalam kelas-kelas TIK 
tingkat lanjut. Mereka bahkan melakukan lebih dari yang disyaratkan dalam kurikulum nasional, contohnya 
mereka mengajarkan keterampilan abad 21 seperti kewarganegaraan digital, berpikir kritis, dan pemecahan 
masalah (Sampoerna Academy, n.d; British School Jakarta, n.d). Tetap saja, pendidikan semacam itu hanya bisa 
diakses oleh siswa dari kalangan atas. Kebanyakan sekolah di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas digital 
dan kekurangan sumber daya manusia untuk mengajar siswa mengenai bukan saja literasi digital namun juga 
fungsionalitas perangkat digital. Maka dari itu, peningkatan literasi digital harus dilakukan lebih dari sekadar 
inisiatif tiap-tiap sekolah dan juga membutuhkan dukungan yang signifikan dari pemerintah.

Untuk lebih spesifik mengatur mengenai literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
memulai Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi guna meningkatkan keterampilan literasi digital di 
Indonesia. Siberkreasi adalah inisiatif dari beberapa pemangku kepentingan yang bertujuan mengurangi hoaks, 
misinformasi dan konten negatif di internet melalui aktivitas publik bekerja sama dengan pihak pengusaha 
swasta, organisasi masyarakat, dll.  Sebagai bagian dari gerakan tersebut, Kominfo juga menyediakan acuan 
daring dan sumber digital melalui situs literasidigital.id dalam bentuk video, artikel, dan buku elektronik tentang 
literasi digital. Inisiatif ini juga mendorong pemerintah untuk memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum 
sekolah (Kominfo, 2019a).

5 Ringkasan kebijakan ini secara khusus membahas tentang kurikulum setelah mata pelajaran TIK kembali diajarkan. 
6 Madrasah adalah yayasan pendidikan Islam yang mengajarkan kurikulum nasional dan menggunakan metode yang serupa dengan sekolah formal, 
namun di luar itu juga mengajarkan ajaran-ajaran Islam selama beberapa jam per minggu. Madrasah ada untuk setiap jenjang pendidikan sekolah: 
dasar (Madrasah Ibtidaiyah - MI), menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah - MT), dan menengah atas (Madrasah Aliyah - MA).
7 Pesantren adalah lembaga Pendidikan yang memiliki akar Islami di Indonesia dan biasanya memiliki asrama dan metode tradisional dalam 
mengajarkan materi teologi Islam. 
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Sejak 2019, sejumlah 20.472 orang telah berpartisipasi dalam program offline Siberkreasi, termasuk di antaranya 
kegiatan seminar, lokakarya, dan acara bincang-bincang di 25 provinsi. Pesertanya adalah siswa dan juga kaum 
dewasa (Kominfo, 2019b).  

Akan tetapi, ruang lingkup program ini masih terbatas dan tidak diketahui apakah telah mampu meningkatkan 
literasi digital atau tidak. Tidak ada evaluasi program untuk Siberkreasi dan literasi digital juga belum dimasukkan 
ke dalam kurikulum sekolah. 

Pada 2021, Kominfo dan para mitra program Siberkreasi berencana untuk menerbitkan Modul Literasi Digital 
2021-2024 yang mencakup empat aspek literasi digital, yaitu keterampilan digital, keamanan digital, etika digital, 
dan budaya digital.8 Modul ini akan memberikan kiat untuk meningkatkan keterampilan literasi digital. Termasuk 
di dalamnya juga terdapat bagian evaluasi di tiap bab untuk menilai pemahaman pengguna. 

8 Modul belum diterbitkan saat proses penulisan ringkasan kebijakan ini.
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Rekomendasi Kebijakan

•	 Menciptakan sebuah kerangka kerja antar-
kementerian yang komprehensif untuk 
peningkatan literasi digital

	 Kominfo dan Kemendikbud telah bekerja sama 
mengadakan acara literasi digital, akan tetapi, 
meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama 
untuk meningkatkan literasi digital, Gerakan 
Literasi Nasional dan Siberkreasi sangat jauh 
terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, ada 
kebutuhan untuk menyeragamkan upaya dalam 
sebuah kerangka kerja antar-kementerian yang 
komprehensif. 

•	 Meningkatkan pendidikan literasi digital dalam 
kurikulum sekolah

	 Mengingat pendidikan TIK diajarkan kembali 
di sekolah-sekolah pada 2019, Kemendikbud 
dan Kemenag harus menyesuaikan kurikulum 
agar sesuai dengan kebutuhan era digital saat 
ini. Siswa harus dipersiapkan untuk menjadi 
warga negara dan konsumen yang bertanggung 
jawab dan melek digital. Kurikulum ini 
harus memperioritaskan pengembangan 
kemampuan penggunaan teknologi yang etis 
dan bertanggung jawab, serta kemampuan 
menavigasikan berbagai informasi dalam 
ekosistem digital.

	 Kurikulum ini harus memprioritaskan 
penggunaan dan pertukaran informasi yang 
bertanggung jawab, kemampuan identifikasi 
informasi dari sumber yang terpercaya, dan 
melindungi siswa dalam kegiatan daring 
mereka. Keterampilan ini lebih relevan 
dibandingkan konten TIK yang ada di kurikulum.

	
	 Materi ajar harus disederhanakan dan 

disesuaikan dengan kelompok usia tertentu di 
sekolah, dan juga dengan melibatkan orangtua 
untuk memandu dan mendukung anak-anak 
mereka dalam kegiatan daring.

•	 Mengembangkan kebiasaan berpikir kritis 
yang terintegrasi dalam seluruh mata 
pelajaran sekolah

	 Keterampilan berpikir kritis adalah prasyarat 
penting untuk meningkatkan literasi digital. 
Berpikir kritis diperlukan untuk memahami dan 
memvalidasi informasi dari sumber-sumber 
digital. Di negara maju seperti Finlandia 
dan Swiss, berpikir kritis adalah aspek 
integral dari pendidikan. Kemendikbud dan

	 Kemenag sebaiknya memikirkan kembali dan 
menyediakan panduan tentang bagaimana 
mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis 
di seluruh kegiatan pembelajaran dengan 
lebih baik, sembari mengambil pelajaran dari 
kekurangan strategi ini untuk pendidikan TIK. 
Praktik seperti bekerja secara kolaboratif 
dengan kalangan sebaya, menggunakan konten 
dan pertanyaan HOTS untuk tugas dan ujian, 
dan menghasilkan kebiasaan untuk bertanya, 
menganalisis, dan membuat argumen dalam 
diskusi seharusnya menjadi bagian dari setiap 
kegiatan di ruang kelas.  

•	 Memasukkan materi literasi digital dan 
berpikir kritis dalam pelatihan guru

	 Materi literasi digital seharusnya dimasukkan 
dalam pelatihan guru. Tanpa memperbaiki 
kompetensi umum TIK dan pedagogi berpikir 
kritis di antara para guru, mereka tidak akan 
mampu memainkan peran mereka dalam 
meningkatkan literasi digital siswa. 

•	 Memperlengkapi orangtua dengan keterampilan 
literasi digital dasar

	 Mengembangkan perilaku daring bertanggung 
jawab berawal dari rumah. Agar dapat 
mengawasi kegiatan daring anak-anak mereka, 
para orangtua sendiri harus tahu bagaimana 
menavigasi media sosial, menemukan berita 
yang terpercaya, dan menilai konten dengan 
kritis. Orangtua perlu memiliki keterampilan 
literasi digital dasar karena mereka juga tidak 
imun terhadap ancaman digital. Siberkreasi 
Kominfo perlu membuat modul pelatihan 
dan menawarkan kursus yang menargetkan 
orangtua siswa.  

•	 Bekerja sama dengan sektor swasta untuk 
memformulasikan konten kurikulum yang 
relevan 

	 Ruang digital selalu dinamis dan kerap berubah. 
Sektor pendidikan memiliki kesulitan untuk 
mengikuti trennya. Agar dapat meningkatkan 
dinamika pendidikan literasi pendidikan 
digital, Kemendikbud dan Kemenag harus 
berkoordinasi dengan Kominfo dan terlibat 
dalam kemitraan dengan ahli-ahli di sektor 
swasta. Sektor swasta ini telah terlibat dalam 
seminar umum dan acara bincang-bincang 
melalui program Siberkreasi Kominfo, tetapi
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	 tidak dalam hal meningkatkan kurikulum 
sekolah. Ahli-ahli eksternal ini bisa membantu 
pemerintah memformulasikan indikator yang 
relevan untuk keterampilan konten literasi 
digital dalam kurikulum sekolah.

•	 Meningkatkan akses teknologi untuk 
mendukung inklusi digital

	 Meningkatkan akses internet dan teknologi, 
terutama di daerah pedesaan Indonesia, harus

	 tetap menjadi prioritas pemerintah guna 
menanggulangi kesenjangan digital dan 
membuka peluang bagi keluarga kurang 
mampu. Keterlibatan sektor swasta dalam 
upaya inklusi digital harus terus didorong. 
Kominfo berencana untuk memasang akses 
internet di sekitar 12.000 desa. Kemendikbud 
dan Kemenag juga harus bekerja sama dengan 
sektor swasta untuk melengkapi sekolah-
sekolah, terutama yang ada di daerah pedesaan, 
dengan akses internet, laptop, dan komputer.
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